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PENETAPAN
Nomor 879/Pdt.P/2018/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara
perdata dalam peradilan tingkat pertama menetapkan sebagai berikut dalam
perkara permohonan yang diajukan oleh:
ZAHRANI, Tempat / Tanggal Lahir Banjarmasin, 16 April 1978, Jenis
Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal JI. Alalak Selatan
Rt.09 Rw.01 Kel. Alalak Selatan Kota Banjarmasin;
Selanjutnya disebut sebagai: PEMOHON;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal ...

Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Banjarmasin pada tanggal 15 Oktober 2018 dibawah register perkara Nomor

904/Pdt.P/2018/PN.Bjm., telah mengajukan permohonan, dengan alasan-alasan

sebagai berikut:

e Bahwa Pemohon menikah dengan istri Pemohon yang bernama SUHARNI
sesuai Kutipan Akta Nikah milik Pemohon;

¢ Bahwa Pemohon memiliki seorang anak laki-laki kesatu bernama SYIFA lahir
di Banjarmasin pada tanggal 03 Februari 2001 sesuai Kutipan Akta Kelahiran
No0.797/U/2001;

¢ Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Anak Pemohon di Kutipan
Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut di atas dari semula SYIFA menjadi
MUHAMMAD SYIFA agar ejaan nama anak disesuaikan dengan yang ada di
Kartu Keluarga milik Pemohon;

e Bahwa dengan perbaikan nama tersebut diatas diharapkan akan
mempermudah segala urusan Administrasi Anak Pemohon kedepannya;

e Bahwa Pemohon telah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan
pencatatan sipil Kota Banjarmasin dengan maksud memperbaiki nama anak
pemohon tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri
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Banjarmasin yang berkaitan dengan hal tersebut selaku instansi yang
berwenang untuk itu;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada
Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sudilah kiranya menerima
permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon dalam perbaikan nama

Anak Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran anak kesatu Pemohon No.

797/U/2001 dari semula SYIFA menjadi MUHAMMAD SYIFA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang

perbaikan nama tersebut kepada kantor catatan sipil Kota Banjarmasin untuk
dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan sebelum permohonan
Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon secara lisan menyatakan mencabut
permohonannya dengan alasan permohonan tersebut akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu
yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak

terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon
secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan
permohonan tersebut akan diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon mencabut
permohonannya dengan permohonan tersebut akan diperbaiki, maka
Pengadilan berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut
cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Pemohon
dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang
timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah

Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
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Memperhatikan pada ketentuan hukum serta pasal-pasal dari peraturan

perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
permohonan ini sebesar Rp.181.000,00 (Seratus delapan puluh satu ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Kamis tanggal 25 Oktober 2018 oleh
kami: Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri
Banjarmasin, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Adi Rahmi,

S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti, Hakim,

Adi Rahmi, S.H. Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H._

Rincian Biaya Perkara :

1 PNPB : Rp. 30.000,00

2 Biaya proses - Rp. 50.000,00

3. Relas Panggilan :Rp. 90.000,00

4 Meterai :Rp. 6.000,00

5 Redaksi :Rp. 5.000,00
Jumlah : Rp.181.000,00

(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah);
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